BABII

PERKAWINAN WANITA HAMIL ( HUBUNGAN DI LUAR NIKAH )

A. Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT

berfirman Q.S Yasin ayat 36 :
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Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.'

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan
Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan
adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang
tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak
membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan
lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang

kawin dengan perantara angin.

! Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahannys, (Jakarta : CV. Pustaka Agung
Harapan, 2006) 628
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Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu
dengan syariat yang terdapat dalam Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya dengan
hukum-hukum perkawinan.? Di dalam pasal 2 KHI disebutkan perkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.>

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian
dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi
kemanusiaan pada umumnya. Di antara manfaat perkawinan ialah: bahwa
perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan
dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri
yang dihalalkan Allah. Manfaat lainnya yaitu: bahwa perkawinan itu akan
mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup.*

Akan tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang kawin karena
terpaksa. Seperti, perkawinan harus dilakukan, karena si pria dituntut
bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan séks dengan
seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad nikah
menurut ajaran Islam. Perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga

si wanita. Umpamanya, seorang wanita berhubungan seks dengan seorang

? Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1-2
3 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung : CV. Nuansa Aulia 2008), 2

* Al Hamdani, Risalah Nikah, 6-7
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pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas

perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut,

apakah si pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan

tertentu.

Para ulama mazhab telah berbeda pendapat mengenai boleh atau

tidaknya menikahi seorang pezina. Paling sedikit ada empat pendapat yang

cukup populer:

a.

Pendapat Hasan Al-Bashri seperti telah disebutkan di atas; yaitu bahwa
seorang laki-laki diharamkan untuk selama-lamanya menikahi pasangan
wanitanya yang pernah berzina dengannya. Hal ini mengingat bahwa
pernikahan merupakan karunia suci Allah SWT, bagi hamba-hamba-Nya.
Karenanya, siapa saja telah menyia-nyiakan karunia ini dan melanggar
kesuciannya,  haruslah  menerima  hukuman  dengan tidak
memperkenankannya meneruskan hubungan dengan pasangan haramnya
itu.

Pendapat Ibn Hazm kemudian diikuti dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah
dan Ibn Qayyim yang dapat membenarkan berlangsungnya pemikahan
bagi seorang mantan pezina, apabila ia benar-benar telah menyatakan
tobatnya.

Pendapat Imam Malik (dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat

darinya) yang menambahkan satu persyaratan lagi selain tobat, yaitu
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terlewatinya masa jddafnya (yakni setelah terlewatinya satu kali [atau
tiga kali dalam riwayat lain] masa menstruasi, atau setelah melahirkan
anaknya jika ia dalam keadaan hamil). Artinya, apabila ia dinikahi
sebelum melahirkan kandungannya, maka pernikahannya itu dianggap
tidak sah dan harus dipisahkan antara dia dan laki-laki yang
menikahinya. Kalaupun mereka menikah juga, maka keduanya dianggap
terus-menerus melakukan perzinan sepanjang “perkawinan” mereka yang
tidak sah itu. Hal ini juga demi menjaga kehormatan sperma si suami
yang sah, jangan sampai bercampur dengan sperma kotor yang tercurah
dalam perzinaan. Demi mencegah bercampur-baurnya nasab yang jelas
(hasil pernikahan yang sah) dengan anak hasil perzinaan sekiranya si
perempuan menjadi hamil karena perzinaannya itu.

Pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, bahwa pernikahan dengan
perempuan mantan pezina tetap dibolehkan walaupun belum lewat masa
iddah-nya. Sebab, perzinaan menurut mereka adalah perbuatan di luar
hukum, dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum (atau
konsekuensi) hukum apa pun yang dapat menghalangi keabsahan akad
nikah. Seandainya perempuan itu menjadi hamil dan melahirkan seorang
anak, maka anak tersebut tetap dianggap tidak berayah dan karenanya
tidak diikutkan dengan pasab suami ibunya dan tidak pula saling

mewarisi. Pendapat tentang dibolehkannya menikahi pezina seperti ini
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adalah berdalilkan sebuah riwayat Aisyah r.a, bahwa Nabi Saw pernah
ditanyai tentang seorang laki-laki yang pernah berbuat zina dengan
seorang perempuan, lalu kini ingin mengawininya (atau mengawini anak
perempuan dari perempuan itu). Maka Nabi Saw, menjawab: “suatu
perbuatan yang haram, tidak mengharamkan yang halal” (Hadis ini
dirawikan oleh Al-Baihaqi seraya men-dha’ifkannya; juga oleh Ibn
Majah dari Ibn Umar) sedangkan melangsungkan pernikahan dengannya
sebelum terjadinya perzinaan, adalah halal. Maka ia kini tetap halal
adanya. Demikian pula diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas r.a
pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang menzinai seorang
perempuan lalu kini ia ingin menikahinya. Maka jawab Abdullah bin
Abbas, “Boleh saja. Tidakkah kau lihat, sekiranya seseorang mencuri
buah anggur dari kebun orang lain, kemudian ia membeli kebun itu
dengan semua isinya. Bukankah yang demikian itu dibolehkan?!”
Perbedaan pendapat mengenai hal ini di kalangan para imam mazhab
menurut Ibn Rusyd adalah discbabkan perbedaan pemahaman tentang ayat
ke-3 dari Surah al-Nur: “/aki-laki pezina tidak mengawini melainkan
perempuan pezina atau musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini
melainkan oleh laki-laki pezina atau musyrik...” apakah firman Allah itu
merupakan larangan pernikahan bagi pezina, ataukah hanya sebagai kecaman

keras terhadap perbuatan perzinaan itu sendiri. Demikian pula ujung ayat
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tersebut yang berbunyi,”.. dan yang demikian itu diharamkan atas kaum

yang beriman,” apakah yang diharamkan itu adalah perbuatan perzinaan

ataukah pernikahan bagi yang si pezina?

Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara para
ulama mazhab tentang boleh atau tidaknya menikahi perempuan yang telah
berzina, demikian pula jika perempuan tersebut ternyata sedang hamil akibat
perzinaannya.5

“Kawin Hamil” ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar
nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-
laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama’
berbeda pendapat, sebagai berikut:

a. Ulama’ mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)
berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur
sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang
menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

b. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah)
dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah

bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah

* M. Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), 23-25
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berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan

oleh sahabat Nabi, antara lain:

- Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan
orang yang telah berzina, beliau berkata: “boleh mengawinkannya,
asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

- Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah
Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah
dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya
dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain
untuk  melakukan  hukuman dera (cambuk), kemudian
dikawinkannya.®

Menurut Abu Yusuf (murid dan sahabat Abu Hanifah) demikian pula
menurut Abu Hanifah sendiri dalam salah riwayat darinya: tidak dibenarkan
menikahi perempuan yang sedang dalam keadaan hamil akibat perzinaan,
sebelum ia melahirkan anaknya. Alasannya, agar si suami “tidak menyirami
tanaman orang lain dengan ‘air’-nya sendiri”. Sebab, betapa pun, ‘air’ si laki-
laki pelaku zina tidak memiliki ‘kehormatan’, sedangkaan ‘air’ si suami yang
kini menikahinya, adalah ‘terhormat’. Maka bagaimana mungkin ia

mencampurkannya dengan ‘air’ kedurhakaan’”?

6 Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, ( Bogor: Kencana, 2003), 124-125
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Menurut sebuah riwayat lain yang juga disandarkan kepada Abu
Hanifah, akad nikah dengan si perempuan (yang sedang hamil karena zina)
sah adanya, tetapi tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual
(bersenggama) dengannya kecuali setelah ia melahirkan anaknya.

Berlainan dengan kedua pendapat di atas, para ulama mazhab Syafi’i
tetap membenarkan (meskipun me-makruh-kan atau tidak menyukai)
pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum
melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka,
sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan
tidak memiliki “kehormatan” sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan
tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena
itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.

Tampaknya, pendapat terakhir seperti inilah yang menjadi pilihan
para penyusun Kompilasi Hukum Islam Perkawinan yang -berlaku di
Indonesia. Dalam Bab VIII, pasal 53, disebutkan:

a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.
b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
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c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

B. Pria Yang Mengawini Wanita Hamil

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili

oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama’:

a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan.

Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat
beliau itu berdasarkan firman Allah, Q.S An-Nur ayat 3:
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Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.®

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang
beriman kawin dengan secorang wanita yang berzina. Demikian pula

sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang

berzina.

’ M. Bagir Al-habsyi, Figih Praktis, 25-26
8 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahannya, 488
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Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan
menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita
yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali
dengan dua syarat:

- Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam
keadaan hamil ia tidak boleh kawin.

-  Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah
ia hamil atau tidak.

. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa

perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi

yang dikandungnya belum lahir.

. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan

itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain

(tidak dalam masa ‘ddak). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena

tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai

oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan

orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Di dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 53, masalah kawin hamil dan lelaki

yang mengawini dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan

pria yang menghamilinya.
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2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.

Acuan penerapan kawin hamil yaitu dengan lelaki yang
menghamili, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap
benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah
(mengingkari). Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu
kelahiran bayi.’

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat
dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara),
selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya)
iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi
perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam

dan kesadaran hukum semakin diperlukan.'’

° M. Yahya Harahap,Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2009), 42
' Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, 124-127
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C. Status Anak Di Luar Nikah

Menurut hukum adat, apabila scorang isteri melahirkan anak scbagai
akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si
suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami
berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat,
menolaknya.

Di dalam hukum Adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam
hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah
menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah.
Anak yang dilahirkan setelah perceraian, menurut hukum Adat, mempunyai
ayah bekas suami wanita yang melahirkan tadi, apabila kelahirannya terjadi
dalam batas-batas waktu mengandung.

Menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun
dipisahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya
mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap
mempunyai ibu, yaitu perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian
bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama halnya
dengan anak sah yang mempunyai bapak.

Menurut buku Dr. Wirjono, Hakikat dalam Hukum Islam,
disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak

mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu
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menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya,
tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau perempuan
yang melahirkannya.

Menurut hukum Islam anak yang sah diahirkan sekurang-kurangnya
enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli
apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam
perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena
perceraian di masa hidupnya, dalam hal mana iddah bagi si isteri adalah
selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika
anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya
sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya
yang sah."!

Di dalam Figih Munakahat dijelaskan bahwa status anak di luar
nikah adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan
pria yang menghamilinya.

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang

menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

"' Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 39-40
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a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia
kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka
bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah,
walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya,
karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.'?

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa:

Anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di lvar rahim dan dilahirkan oleh
isteri tersebut."

Dari ayat (a) ada dua kemungkinan pengertian yaitu anak yang
dilahirkan di dalam perkawinan meskipun pembuahannya sebelum
perkawinan atau anak yang dilahirkan karena akibat perkawinan yang sah.

Menurut pendapat ahli hukum yaitu anak yang dalam kandungan
dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan lelaki
yang mengawini. Anggapan yang seperti ini merupakan kompromistis
dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: setiap tanaman yang

tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia

2 Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, 127-128
" Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 31



36

yang menanam. Hal ini bermaksud untuk memberi perlidungan hukum yang
pasti kepada anak yang dalam kandungan.'

Anak dalam suvatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai
penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya
dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Hal itl'l secara yuridis
maupun biologis untuk membuktikannya tidaklah begitu sulit.

Lain halnya untuk membuktikan bahwa seorang anak itu adalah
sungguh-sungguh anak dari seorang ayah.

Kalau yang dikehendaki hanya sekedar syarat-syarat administrasi
adalah tidak begitu sukar, bahwa seorang anak yang lahir dari suatu
perkawinan, maka anak itu adalah anak dari suami ibunya atau apabila anak
itu dilahirkan dalam masa yang disebut tenggang iddah, maka ia adalah
anak dari yang menceraikannya.

Apalagi dikuatkan oleh bukti akta kelahiran yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang dalam hal ini.

Di dalam hukum Islam, tidak perlu diadakan penyelidikan
keturunan, sebab sudah ada ketentuan tentang masalah anak ini, yang diatur
dalam masalah Hukum Perkawinan, misalnya masa iddah dan lain

sebagainya.

“M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 42
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Di samping itu, dalam hukum Islam mengenal pula lembaga hukum
yang bernama “ikrar ’; yaitu suatu pernyataan oleh seorang bahwa ia adalah
bapak dari seorang A misalnya atau laki-laki seorang B, tetapi ikrar harus
dibenarkan oleh si A atau si B, kecuali jika ini tidak mungkin oleh karena si
A atau si B itu berhalangan atau tidak berkuasa untuk membenarkan itu,
sebab ia belum dewasa atau sakit ingatan.

Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selalu berada
di bawah perwalian. Karena perwalian hanya ada, bilamana ada perkawinan,
maka dengan sendirinya anak luar kawin yang diakui berada di bawah
perwalian bapak dan ibunya yang telah mengakuinya. Anak luar kawin
diakui, jika pengakuan itu dilakukan oleh bapak maupun ibunya, sehingga
orang tua yang mengakui lebih dahulu itu yang menjadi wali. Apabila
pengakuan itu dilakukan dalam waktu yang sama, si bapaklah yang harus
memangku perwalian.'®

Jika seorang wanita melahirkan anak ketika baru saja enam bulan
menikah, maka ia tidak boleh dituduh telah berzina dan tidak boleh pula
dijatuhi hukuman. Berkenaan dengan masalah ini Imam Malik pernah
mengatakan, bahwa dia mendapat berita yang mengisahkan kasus seorang

wanita yang melahirkan ketika baru saja enam bulan hamil. Sewaktu wanita

** Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, 69
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itu dibawa menghadap Utsman bin Affan, diputuskanlah olehnya agar

wanita tersebut dihukum rajam.

Akan tetapi, mendengar keputusan itu berkatalah Ali r.a kepada
Utsman “Tidak pada tempatnya engkau menjatuhkan hukuman seperti itu
kepada wanita ini.”

“Masa hamil memang adakalanya hanya enam bulan, dan atas dasar
pertimbangan inilah hukuman rajam tadi tidak tepat untuk dikenakan
kepada wanita yang bersangkutan,” lanjut Ali.

Mendengar pendapat Ali itu, segeralah Saidina Utsman mengutus
seseorang untuk membatalkan hukuman yang semula telah ditetapkannya.
Tetapi sayang sekali wanita tersebut ternyata sudah dirajam oleh
petugasnya.'6

Mengenai status anak zina ada tiga pendapat, yaitu:

a. Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam
bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dimasabkan kepada
bapaknya.

b. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinzasabkan kepada
ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks
dengan oranglain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam

bulan.

'® Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah : Terjemahan, (Bandung : PT. Al ma’arif, 1995), 122



¢. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dmasabkan kepada suami
ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si
ibu."”
Seluruh mazhab figh, baik Sumni maupun Syi’%, sepakat batas
minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, surat al-Ahqaf ayat 15
menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh

bulan, yaitu:

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada
kedua orang tuanya, Ibunya telah mengandungnya dengan susah
payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa
mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan,....”"*

Menyapihnya ialah menghentikan masa penyusunan. Sedangkan

surat al-Lugman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua

tahun penuh.
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7 M. Ali Hasan,Masail Fighiyah Al-Haditsah Pada Masalah Kontemporer Hukum Isfam,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 1998), 81

'® Departemen Agama Rl, A/ Qur’an dan Terjemahannya, 726
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Artinya : “ Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik)
kepada kedua orang tuany, ibunya telah mengandungnya dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam
usia dva tahun,....."""

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh
bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal
kehamilan. [lmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli
hukum pun mengambil pendapat serupa ini.

Dari pernyataan tersebut di atas, muncullah beberapa hukum:

1. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang
anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam
bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (zasabnya) dengan
suaminya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh AIl-Thusi dari mazhab
Imamiyah, dan Syaikh Muhyiddin Abd Al-Hamid dari Hanafi,
mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita
tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui
sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika
suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut
menjadi anaknya yang sah secara syar’i yang memiliki hak-hak
sebagaimana mestinya anak sah, dan dia pun punya hak pula atas anak-

anak seperti itu. Kalau kedua suami-isteri itu bersengketa tentang

' Ibid 581
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lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada
suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau
lebih, karena itu anak ini adalah anakmu,” lalu suaminya menjawab,
“Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak
ini bukan anakmu.”

Menurut Hanafi: isterinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah
ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu.

Menurut Imamiyah: kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang
mendukung ucapan-ucapan isteri atas suami, maka yang diberlakukan
adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut.
Tetapi bila bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk seperti itu tidak
ditemukan schingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim
memenangkan ucapan isteri sesudah disumpah lebih dulu bahwa
suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak
tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

Apabila seorang suami menceraikan isterinya sesudah dia
mencampurinya, lalu isterinya itu menjalani iddah, dan sesudah habis
masa fddah-nya dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudahnya
kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang
kedua, tapi enam bulan lebih bila dikaitkan dengan pencampurannya,

dengan suaminya yang pertama, tapi tidak lebih dari batas maksimal
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kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan pada suami yang pertama.
Tetapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya
dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya
dengan suaminya yang kedua itu.
Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan
laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari
percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas
maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya
yang pertama, maka anak itu dilepaskan dan kedua suami tersebut.
Misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan semenjak
diceraikan suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu
tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena
kita telah memberlakukan anggapan bahwa masa kehamilan minimal
adalah enam bulan, maka kita tidak bisa mengaitkan anak tersebut
dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya sudah lewat
satu tahun, dan tidak pula bisa menghubungkannya dengan suaminya
yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.
Batas maksimal kehamilan di kalangan Ulama Sunni. Abu
Hanifah berpendapat: batas maksimal kehamilan adalah dua tahun,
berdasra hadis Aisyah yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang

wanita tidak akan melebihi dua tahun. Maliki, Syafi’i dan Hambali: masa



43

kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama
mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri ‘Ajlan
hamil selama empat tahun. Anehnya, isteri anaknya, Muhammad, juga
hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil
selama empat tahun pula. Allah sematalah yang mengatur seluruh
ciptaan-Nya seperti itu.

Kalaulah ada sesuatu yang dihasilkan oleh penarikan dalil seperti
ini, maka hal itu tak lain hanyalah menunjukkan tentang kebaikan para
ulama dan ketulusan niat mereka. Dan sungguh, logika kebaikan acap
kali mengalahkan logika faktual.

‘Ibad bin ‘Awam mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah
lima tahun, sedangkan Al-Zuhri mengatakannya tujuh tahun, dan Abu
Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas
maksimal.

Konsekuensi daripada pendapat-pendapat yang kontradiktif ini
adalah manakala seorang wanita dicerai atau ditinggal mati oleh
suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu dia
melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dikaitkan nasabnya
dengan bekas suaminya, sekalipun masa kelahirannya telah terpaut dua

tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut
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Syafi’i, Maliki dan Hambali, lima tahun menurut Ibn ‘Awam, tujuh
tahun menurut Al-Zuhri, dan dua puluh tahun menurut Abu ‘Ubaid.
Batas maksimal kehamilan di kalangan Ulama Mazhab Sy7”. Para
ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal
kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal
kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan,
dan yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka
seluruhnya sepakat batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu
jam dari satu tahun. Kalau seorang wanita dicerai atau ditinggal mati
suaminya, kemudian sesudah satu tahun lebih sekalipun lebihnya hanya
satu jam maka anak tersebut tidak bisa dipertalikan dengan bekas

suaminya itu.?

D. Keabsahan Wali Nikah
Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas
nama mempelai mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad
nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh
mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh
walinya. Keberadaan seorang wali dalanr akad nikah adalah suatu yang

mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 1996), 385-389
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Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut
kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri
wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta
persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.?!

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas dimulai dari orang yang
paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan
darahnya. Jumhur ulama’, seperti Imam Malik, Imam syafi’i mengatakan
bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari
garis ibu. Lebih jauh, Imam Syafi’i mengatakan tertib wali sebagai
berikut :

I. Ayah

2. Datuk, ayah dari ayah

3. Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja

4. Saudara laki-laki ayah, paman

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak
ada sebapak saja

6. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4

7. Paman dari bapak ( adik dari kakak )

8. Anak laki-laki dari poin 7

21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2009), 69
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9. Paman dari kakek
10. Anak laki-laki dari poin 9
11. Hakim

Apabila ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut,
perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali
kalau wali aqrab tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak
sebagai wali. Bila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak
tentu rimbanya. Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah
kepada wali berikutnya. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan
terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat, wali agrab itu
datang, dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena
kegaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi’i
berpendapat, kegaiban wali agrab tidak menyebabkan berpindahnya hak
wali kepada urutan berikutnya, tetapi justru jatuh pada hakim.

Diantara wali-wali itu ada yang dominan, yaitu ayah dan kakek.
Menurut Imam Syafi’i, mereka dapat memaksakan perkawinan kepada
putrinya yang masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang
yang mempunyai hak paksa atau hak fjbar ini disebut wali mujbir.
Pemberian hak istimewa bagi wali mujbir ini bukanlah tanpa batas dan
persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi si gadis tadi. Dasar

pertimbangan wali mujbir menurut dia adalah kemaslahatan putri yang
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akan dia paksakan. Artinya, dia harus yakin bahwa jodoh yang
dipaksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya, bahkan
akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.
Oleh karena itu, hak jjbar dan wali mujbir tadi gugur, kalau
ternyata:
1. Tiadanya kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang
dipaksakan perkawinannya.
2. Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau
adanya perselisihan antara calon mempelai.
3. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan wali mujbir
yang dinikahkan.

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau wali agrab
itu mempunyai kelebihan dengan hak jjbamya. Hal ini karena ia lebih
mengetahui banyak hal daripada wali yang lain, di samping dia sangat
memperhatikan masa depan anaknya. Walaupun tampaknya sebagai
pemaksaan, hak jjbar pada hakikatnya sebagai usaha mewujudkan
kemaslahatan si gadis itu sendiri. Walaupun demikian, secara yuridis
pendapat ini kurang relevan dan hanya berdasarkan kepatuhan.

Menurut pendapat ini, wali mujbir karena pertimbangan
kemaslahatan dapat mencegah, menghalangi perkawinan putrinya

dengan calon pilihannya. Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya,
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mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak, cacat moral, sehingga
dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap pekawinannya nanti, dan
hilangnya kemaslahatan baginya.

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak
memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya
kepada hakim. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada
wali-wali yang urutannya di bawahnya, tetapi langsung kepada hakim.
Wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa
alasan-alasan yang dapat diterima dinamai dengan wali adhal, atau wali
yang zalim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh
menghalangi perkawinan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-
alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang
normal, dan tidak boleh menyakiti anak di bawah perwaliannya. Dalam
hal ini, para ulama sependapat. Akan tetapi para ulama berselisih
pendapat mengenai masalah, apakah wali tersebut sebagai syarat sahnya
suatu perkawinan atau bukan. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok.

l. Kelompok pertama, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam
perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi’iyyah,

Malikiyyah, dan hanabilah.
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2. Kelompik kedva, mengatakan bahwa wali bukanlah merupakan
persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang
janda dapat mengawinkan dirinya tanpa wali.

Kelompok ini membagi wanita dalam hubungannya dengan wali,
menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat
perkawinan, sedangkan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai
izin saja. Menurut pendapat ini, janda lebih mengetahui banyak hal
daripada gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah
dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu
melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya.
Kelompok ini dipelopori oleh Hanafiah dan Zhahiriyyah.”

Dalam KHI di jelaskan juga tentang wali nikah yang terdapat pada
pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 19. wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak
untuk menikahkannya.

Pasal20 : (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-
laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim,

aqil dan baligh.

22 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2000 ), 59-63
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pasal2l : (1)

@)
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wali nikah terdiri dari:
a. wali nasab
b. wali hakim

wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan
kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan
kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke
atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan
seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung
atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki
mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-
laki mereka.

Keempat, kelompok laki-laki kandung kakek, saudara
laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat
beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang



Pasal 22

Pasal 23

€)

4)

51

lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon
mempelai wanita.

apabila dalam satu kelompok sama derajat
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi
wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang
seayah.

apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya
sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-
sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama
berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan

yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak

memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali

nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah

udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah

yang lain menurut derajat berikutnya.

(D

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
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(2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada

keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.?

23 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 7-8



